PERATURAN PENGUASA PERANG TERTI NGA
REPUBLI K | NDONESI A
NOMCR 6 TAHUN 1960
TENTANG
PENGHENTI AN SEMENTARA SEGALA KEG ATAN- KEG ATAN PCLI TI K

PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A
SELAKU PENGUASA PERANG TERTI NG3

Meni nbang :

perlu nmengadakan ketentuan-ketentuan untuk pengamanan terhadap
pel aksanaan Penetapan Presiden No. 7 tahun 1959 (Lenbaran-Negara
1959 No. 149 - Tanbahan Lenbaran- Negara No. 1916) tentang syarat-
syarat dan penyederhanaan kepartaian serta pel aksanaannya dal am
Peraturan Presiden No. 13 tahun 1960 (Lenbaran-Negara 1960 No. 79 -
Tanbahan Lenbaran- Negara No. 2016) tentang pengakuan, pengawasan
dari penbubaran partai-partai;

Mengi ngat :

1. Keput usan Presiden Republik Indonesia No. 315 tahun 1959 dan
No. 3 tahun 1960,

2. Pasal 10 ber hubungan dengan pasal 23, 36, 47 dan 58 Peraturan
Penmerintah Pengganti Undang-undang No. 23 tahun 1959
(Lenbar an- Negara tahun 1959 No. 139 - Tanbahan Lenbaran Negara
No. 1908) tentang Keadaan Bahaya:

Mengi ngat pul a :

Keput usan Presiden No. 200 dan No. 201 tahun 1960;
Menmut uskan

Dengan nencabut

Per aturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat No.
Prt/ Peper pu/ 045/ 1959 tanggal 23 Juli

1959, disenentara daerah No. Prt/Peperpu/040/1959 tanggal 3 Jul
1959;

Menet apkan:

Peraturan tentang Penghentian senentara segala Kkegi atan-kegiatan
politik.

Pasal 1.

(1) Yang dimaksudkan dengan Kkegi atan-kegiatan politik dalam
Peraturan ini, adalah setiap perbuatan yang aktip dal am bent uk
nyata secara |ahir yang dilakukan baik didepan umum naupun
secara tertutup, baik oleh perorangan, maupun secara kerja
sama dari sejum ah orang yang nenpunyai persamaan faham azas
tujuan politik atau azas tujuan kepentingan golongan yang
| angsung at au tidak |angsung dapat nenpengaruhi hal uan Negar a.



(2) Kegiatan, seperti yang tersebut dalamayat (1) pasal ini, yang
di | akukan ol eh Badan- badan yang di bentuk ol eh Penerintah atau
kegi atan yang berwuj ud penyi aran ol eh siapapun yang ber sunber
dari pada badan Penerintah yang berwenang untuk itu, serta
dimana kegiatan itu sesuai dengan garis kebijaksanaan yang
di tentukan Peneri nt ah, tidak termasuk dalam pengertian
kegiatan politik yang diatur ol eh Peraturan ini.

Pasal 2.
Segal a kegi atan politi k untuk senentara di hentikan.
Pasal 3.

Bar angsi apa nel akukan perbuatan yang nerupakan Kkegi atan
politik sebagai mana yang di maksudkan dal am ayat (1)
pasal 1 Peraturan ini di hukum dengan hukuman sebagai nana yang tel ah
di t entukan dal am pasal 47 Peraturan Penerintah Pengganti Undang-
undang No. 23 tahun 1959 (Lenbaran-Negara tahun 1959 No. 139) ial ah
hukuman kurungan sel ama-| amanya senbil an bul an atau denda setinggi -
ti nggi nya dua pul uh ribu rupi ah

Pasal 4.

Tindak pidana yang tersebut dalam pasal 3 Peraturan ini,
sebagai mana yang telah ditentukan dalam pasal 58 Peraturan
Penerintah Pengganti Undang-undang No. 13 tahun 1959 (Lenbaran-
Negara 1959 No. 139) adal ah ternmasuk pel anggar an.

Pasal 5.
Bar ang- barang yang digunakan dalam tindak pidana yang

di mksudkan dalam pasal 3 Peraturan ini dapat diranmpas dan/atau
di musnahkan.

Pasal 6.
Dengan tidak mengurangi ketentuan yang tersebut dal am pasal 3
Peraturan ini. Penguasa Keadaan Bahaya dapat pula nenjal ankan
wewenang-wewenang Yyang lain yang diberikan oleh Peraturan

Penerintah Pengganti Undang-undang No. 23 tahun 1959 (Lenbaran-
Negara 1959 No. 139).

Pasal 7.

Peraturan ini berlaku untuk daerah-daerah yang berlangsung
dal am keadaan darurat sipil, keadaan darurat mliter dan keadaan
per ang.

Pasal 8.

Peraturan ini mul ai berlaku pada hari diundangkan dan berl aku
sanpai dengan tanggal 30 Nopenber 1960.



Agar supaya setiap orang dapat nengetahuinya, nenerintahkan
pengundangan Peraturan ini dengan penenpatan dal am Lenbaran- Negara
Republ i kK | ndonesi a.

Dt etapkan di Jakarta

pada tanggal 13 Sept enber 1960.
Presi den/ Pangl i ma Tertinggi Angkatan
Per ang Republi k | ndonesia sel aku
Penguasa Perang Tertinggi,

SUKARNO.
D undangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Sept enber 1960.
Sekretaris Negar a,

TAVEZI L

PENJELASAN
PERATURAN PENGUASA PERANG TERTI NG
No. 6 TAHUN 1960
t ent ang
PENGHENTI AN SEMENTARA SEGALA KEG ATAN- KEG ATAN POLI TI K.

PENJELASAN UMUM

Unt uk pengamanan ter hadap pel aksanaan Penet apan Presiden No. 7
tahun 1959 (Lenbaran Negara 1959 No. 149, Tanbahan Lenbar an- Negara
No. 1916) tentang syarat-syarat dan penyeder hanaan kepartai an serta
pel aksanaannya dal am Peraturan Presiden No. 13 tahun 1960 (Lenbaran
Negara 1960 No. 79, Tanbahan Lenbaran-Negara No. 2016) tentang
pengakuan, pengawasan dan penbubaran partai-partai, perlu di adakan
ket ent uan nengenai penghenti an senmentara segal a kegi atan politik.

Tidak perlu diterangkan |agi disini bahwa Peraturan ini sanma
sekali tidak dimksudkan untuk nenbubarkan organi sasi-organi sasi
politik, oleh karena hal itu telah diatur dalam Penetapan Presiden
serta Peraturan Presiden yang tersebut diatas, nelainkan senata-
mata hanya sekedar nenghentikan segala kegiatan politik untuk
senentara hingga tanggal 30 Nopenber 1960.

Dengan Peraturan ini, maka telah dicabut pula Peraturan
Penguasa Per ang Pusat Kepal a St af Angkat an Dar at No.
Prt./ Peperpu/ 045/1959 tanggal 23 Juli 1959 dan di senentara daerah
No. Prt./Peperpu/040/ 1959 tanggal 3 Juni 1959 yang hi ngga sekarang
masi h ber| aku berdasarkan pasal 61 Peraturan Penerintah Penggant
Undang-undang No. 23 tahun 1959 (Lenbaran-Negara tahun 1959 No.
139, Tanbahan Lenbaran Negara No. 1908 ber hubungan dengan Per at ur an
Pener i nt ah Penggant i Undang- undang No. 22 t ahun 1960
(Lenbar an- Negara tahun 1960 No. 66, Tanmbahan Lenbaran Negara No.
1997) .



PENJELASAN PASAL DEM PASAL.
Pasal 1.

Kegi at an-kegiatan politik yang dimksudkan disini m salnya
di j al ankan dengan cara nengadakan rapat-rapat, baik tertutup maupun
t er buka, nengadakan ar ak-arakan, nel akukan pencetakan, penerbitan,
pengunmuman, penyanpai an, penyebaran, perdagangan atau penenpel an
tulisan-tulisan berupa apapun juga, |ukisan-I|ukisan, klise-klise
at au ganbar - ganbar dan | ai n sebagai nya.
Dal am pengertian kegiatan politik disini, dengan sendirinya tidak
termasuk Kkegi at an-kegi atan dalam [|apangan kebudayaan, sosi al
keaganmaan, pendi di kan dan |ain-lain yang tidak nmenpunyai fahani azas
tuj uan yang dapat nenpengaruhi haluan Negara. Akan tetapi tidak
bol eh  dil upakan, bahwa kegiatan dilapangan tersebut yang
di per gunakan nenut upi hakekat kegi atan politik, kiranya sudah dapat
di anggap telah neninggal kan sifat kegiatan dilapangan kebudayaan
dar Iﬁin sebagai nya itu dan sudah dapat dianggap sebagai kegi atan
politik.
Dem kian pula tidak termasuk dalam pengertian kegiatan politik
menurut Peraturan ini, ialah kegiatan yang dil akukan ol eh badan-
badan yang dibentuk oleh Penerintah, msalnya Kkegiatan yang
di | akukan ol eh Dewan Perwakilan Rakyat, Front Nasional dan lain
sebagai nya.

Pasal 2 sanpai dengan pasal 5.

Ti dak nmener| ukan penj el asan.

Pasal 6.
Dengan tidak mengurangi ketentuan yang tersebut dal am pasal 3
Peraturan ini, Penguasa Keadaan Bahaya dapat pula nenjal ankan
wewenang-wewenang Yyang lain yang diberikan oleh Peraturan

Penerintah Pengganti Undang-undang No. 23 tahun 1959 (Lenbaran-
Negara 1959 No. 139) tergantung pada tingkatan keadaan baya yang
sedang berl angsung di sesuatu daer ah.

Pasal 7.
Ti dak nmener| ukan penj el asan.
Pasal 8.
Peraturan ini tidak akan berlaku |agi dengan sendirinya

menur ut hukum pada tanggal 1 Desenber 1960.
Ter masuk Lenbaran- Negara No. 107 tahun 1960.

Kuti pan: LEMBARAN NEGARA DAN TAVBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1960
YANG TELAH DI CETAK ULANG
Sunber : LN 1960/ 107; TLN NO 2046






